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PDTYELDNGGAII.AAI{

DI LINCKUI{GAN

TENTANG

DAI{ PDNGEMBANCAN ECOVERNME Nf

PEMERINTAq BABUPATDN SOLOK

DDI{GAN RAIIMAT TVHAT{ YANG MAHA F,SA

BUPATI SOLOK,

bahwa dalam rdgka lenyelengga.aan dan

pengcmbmgan teknologi komunikasi dan inr'rmasi

dalam proses pemerintahan \E GoDenmenq sebaEat

rpavo me ngka. l { .n  e  F _n i  - ' ^ r i l  
" \ '  

' r ' rsp"r " '

dan akunlabilitas penvelenggaraan pemenntahan,

maka perLu disusun aturan mengenar penlelenP,garaan

dan lengembangd E_Go,emmenl dj Kabupaten SotoLl

bd \ rd  b_  od \ " r j .  n  p r r "mbdg '  I  Fb "c  i n '  '

dimaksu.t dalam hurul a, leiLu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penyelenggdaan dan Pengembangan E

Gouemtuenr di Ljngkungan Pene.intah Kabupalen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Qalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lemba.an Negara Republik Indonesia'rahun 1956

:1



2.

3.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

lnformasi dd Transaksi Eletionik (Lembaran Negda

Republik Indonesia Tahun 200a Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negda Republik lndonesja Tahun Nomor

4a43) sebagaimda telah diubai dengm Undang_Undang

Nomor t9'fahun 2016 tentdg Perubahan Aias Undang-

undang Nomor lt Tahun 2008 tentdg Informasi dan

Transalsi Eleronik (Le;baro Nesara Relublik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5952)i

Unddg Undang Nomor 14 Tahun 2004 Fntang

Kete.bukaan Infortuasi Publik G€mbamn Negara

Republik Indonesia Tahun 200a No44t..61, Tambahan

Lembard Negda Republik Indonesia Nomor 4846)i

Undmg Undang Nomoi 25 Tanun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesra

'tahud 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembamn Negara

Republik Indonesia Nomor 5038)r

Undang-Undang Nodor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daeran Oemba.an Negara Republlk

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomo. 244, Tambahan Lembaran

N.Add Repuo.,i I oonPsic \oror .58 ). '"b8g".m" r

teLan diubah beberapa kali terakhir dengd U!.lang

Undang Nomo. 9 Tahun 2015 tentdg Perubahan Kedua

Atas Undang Unddg Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintanan Daerah (Lemba.d Negara RePublik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturd Pemerintah Nomor 39 Talun 2004 tentang

Pemindahan Ibukota Eabupaten solok dari wilayah Kota

Solok ke Kalt Aro sukarami (Arosuka) di Wilavah

Kecamatd Gunung Talang Kabupalen Solok (Lcmbaran

Negara Relublik In.lonesia Tahun 2004 Nomor? 137,

Tmbahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor



7. Peraturan Pemerintah Nomof 6t Tahun 2010 tenlaig

Pelaksdaan Xeterbuk@ Informasi Publik (Lembaran

Negara RePublik lndonesia Tahun 2010 Nomo.99,

Tdbahan L€mba.an Negara Relublik lndonesia Nomo'

5r49) ;

a. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Rencana Pita Lebar Indonesia 'fahun 2014-2019

( l f ,mbar" r  NFgda RFpubl i l  Indores i "  l "hJn 20 l r

9 Instruksi Presiden Nodor 3 Tahun 2003 tentang

Kebrjakan dan Sbalegi Nasional Pengembangan

10, Peraturd Menteri Komunikasi dan Info.masi Nomor 5

Tanun 2015 tentmg Regisran Nama Domain Instans'

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik lndonesra

Tahun 201s Nomor 209)

MDIIIUTUSLAN I

PERAAORAN BUPATT fENTANC PENYELENGGARAAI{ DAN

PENGEIIBANOAN EGOVEENMEI(T DI LII{CKUNOAN

PEMERINTAII I'IIVPATEN SOLOK.

BAB I

rETDIAUAN UMUM

Bagia! Ke.rtu

Uaum

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denean :

l Daerah adalah Kabupaten Solok

2. Pemerintah adalan Peme.intah Pusar,

3. Pemerintah Dae.ah adaLan Pemerintah KabuPaten qplok'

4, Bupati adalan BuPati Solok



5. Perdgkat Daeiah adalan unsur Pembantu Bupati dalam

penyelenggar@n urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangd Daerah.

6. Dinas adala! Pe.angkat Daerah yang membidangi

urusan Komunikasi dan Inforftaiika di Kabupaten Solok

7. Kelala Dinas adalah Kepala PeEngkat Daerah vang

nenbidmci urusd Komunikasi dan Info.maiika di

Kabupaten Solok.

a, Pegawai adalah Pegawai Aparatur SiPil Negam dan

Pegawai lainnya sesuai ketentuan peratu.an Perundang

9. E Couemment ad.lah pemdfaats teknologi inlormasi

dal@ proses mdajemen Pemerintahan untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transParansl, dan

akuntabiLitas penyelenggdad Pemenntahan dan srstem

informasi pemeintah yang menerapkd teknologi

infomatrka dd]am pelaksoad pemerintanan

lo.Teknologj Informasi adalah suatu teknik untuk

menguopuLkanJ menyiapkd' menyimPan, memproses,

mengmumkd, menganalisis, dd/atau menvebarkan

Il.Komunikasi adaLah lenyampaian lnfoimasi da.i satu

p i;k ke pihak yang lain melalui media Perantara vans

bersifat elektionik maupun non elektronik

l2,lniomatika adaLan petuanfaatan perangkat_Perangkat

berkemdPuan komPutasi dalam Pengelolaan iniormasi,

brmasuk dalan Pemprosesan, pensdsrPan dan

penyebaran iniormasl.

l3.lnfomasi ad.lah keterangan, pernyataan, gagasan, dan

tanda-tdda yang mengddung nilai, makDa, dm pesan,

baik data, fal<ta maupun penjeLasannva vdg oapat

dilihat, didengar, dd dibaca ydc disajil<an dalam

berbasaj kemasan ds lb.mat sesuai dJnsan

perkembangan teknologi iniormasi dan komunikasi

secda elekronik atau non elektionik.

ra n:r, adrl6h caiatan atas LtmDulan fakta



ls.lnflastrul:dr adalah peregkar keras, lerdgkat lunak,

dan peralaian telekoduikasi, vang ketika digunakan

bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung

pelaksanaan E Coremaenr'

Io  re ' "Lomunik-  dda dh )erap pen d srdn.  peng la  'n

.lan/atau Pelerimaan dari setiap inlormasi dalam

bentuk tanda tanda, isvarat, tulisan, gambar' suda'

bunyi melalui kaivat, oPtik' radjo at:tr sistem

elekhomagnetik lainnya

tT.Aplikasi adaLan program komPuter vang dibangun untuk

membantu dan memudankan Proses pekerlaan

lS.Komputer adalah alat yang diPakai untu!.mengelola data

meDurut prosedur yang telah dirumuskm

lg,'lata kelola E Gouetutuent adalah rangka'an proses'

kebiasas, kebijakan, aturan, dan institusi vans

memPengaruhi pengarahan, pengelolaan'

pengontrolan penyelenggarad daD pengembdgan E

20 Inrer ioa" l \ i  dda dn kF FrhLbunCan an_oHd nga '

telekomuoikasi Yog bef beda.

2l.lnstansi Vertikal adealah pe.angkat dari Departemen

atau Lembaga Pemeriltah non Departemen yang

memPunyai linskungan keia di daerah.

22.Jdingan KonPuter adalah jdingd telekonunikasi vans

mengljinkan komPuter unruk saljng bertukaf data dan

berbagi sumber daya.

23.Intetuet ^dalah sejumLan besar ldLngd vang

membentuk jaringan interkoneksi vang terhubung

melalui PtulocolTcPllP

24.Intrdret adalah ja.insan Privat/khusus densan lLstem

ydg sama dergan intemet tetapi tidak terhubung

rlengan internet dd hanya digunakan secara rnternar'



2s.lnternet Proiocol (IPl adalah sistem PengaLdalan 01

jarnrgs ydg diptesentasikd dengan sedereEn angka

berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0 0 0 1 samPai

255.255,255.255 (IPV 4) atau 6 deret biLangan hexa (lP V

6) 0.0 0.0 0 0

FFF.FFF,FFF.FFF.FFF,FFF;

26.Setur adarah perdskat. khusus dalam jannsan

komputer yang menjadi tempat bagr semua simpul di

daLam j dingan untuk bisa melal<uko resour€ snannq

27. BaclaJp Setuet adalah seNe. cadanga! yang

dimmfaatkd sebagai backuP pada seFer utama'

sehingga iika sewaktu-wal{tu setrer utama do\tn atau

bermasabn, backuP serye. siap'bekerjai''

2A,Single sign on adalah teknologi vang mengizinkan

penSguna ja.ingan agd daPat mengakses sumDer data

dalu janngan hanya dengan meDggunakan satu akun

2g.interoperabilitas adaiah kemampuan Sistem Elektronik

yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu

30,KomPatibilitas adala! kesesuaian Sistem Elektronik vang

satu dengd Sistem Elekt.onik vang lainnva.

31.Sistem Elelitronik adalah serdgkaLan lerangkar dan

p.osedur elekronik vang berfungsi mempersraPka!'

mFngunpu.{on.  TPnsorr . .  mFngo,  a  < '  n_nr in  o"

menampilkan, mengumumkanJ mensirimkan, da!/atau

menyebdkaD Informasi Elekt.onik

32.lnlordasi Elektronik adalah satu atau sekudpulm data

eLekbonik, temasuk tetali tidak terbatas pada tuliso,

suda, gambar, peta, rancangan' tota, electronlc datd

nterct@we lF,Dl). surat elektronik lelectroni' mdit)'

telegram, teleks, simboL, arau perforasi vang telah diolah

ydg memili arti atau dapat dipahami ol€h oranqvanC

mamPu memanamrrya

33.Data Elektronik adalah data vang diolah dengan

menggunakan teknologi komputer'



34,Keamdan Inlormasi adaLah proteksi iniomasi dan

sisteo infomasi dari akses, penggunaan, PenvebaEn

pengubahd, gangguan, atau lenghancu.an oleh Pihak

yang tidak benvendg.

ss.Antar muka adaLah mekmisoe komunikasi antda

pengguna dengan layand sistem

36.Domain adalah pengkonversian dri alanar lnte'nei

protocol ke nama situs atau daerah lokasijelajah dald

37.Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen

komponen harduarc, saftuare, retuork' b.alnuare 'tan

basisdata yang b€kerja sda satu sama lain dalad hal

pengolahan, 
, 

PenYimPanan dan

penyebaran data dd inlormasi untuk kePerluan

Pemerintah Daerah.

3a.Hardudre (permgkat keras) adalah satu atau

serangkaian alai yang terhubung dabm Sistem

3g.So,flrdre (pe.angkat lunak) adalah satu atau

sekumpulan p.ogram komPuter, lrosedu., dan/atau

.lokumentasi ydg terkait dalam pengoperasian Sistem

lQ.B.d:ftuare adalah setiap orang vang terlibat dalam

kegiatan pemanfaatan kompurer/srslem pengero'aan

:rr.lvellorh adalah jaringd ddi sistem komunikasi data

ydg melibatkan sebuah atau lebih sLstem komputer

yang dihubunekan dengd jalui tra'sftisi alat

komunikasi membentuk suatu sistem

42.Sistem komputer adalah suatu ja.ingan elekron'k vang

terdiri dari perangkat Lunak dd perangkal ke'as vang

melal<ukan tugas terrentu (mennma nPut' m€ftProses

input, menyimpan pe.intah_peintah, dd menyedrakd

outlut daLam bentuk inlormasr' ?
.{3.Komunikasi Data adalah Pertukaran data secara

elekronik berupa nle yans dilakukan melalui jannsan

komputer baik lokal mauPun Internet



44.Basisdata adalah kumlulan data vang s€cara logika

berkaitan satu sma lain dan disimPan atau diaks€s

berdasarkm kompute..

,{5.Wali data ydg s€lanjutnya djsebut WD adalah udrr vang

bertansung jawab terhadap Penvediaan, pengelolaan'

dan distribusi data serta merupa]{d unlt vang langsung

melaksdaka! kegratan operasi, administ.asi da!

46.Lumbung Dara lData Wdrehaus4 adalzh sebuah

basisdata yang mengintegrasikan beberapa basls

.latafungsional dalam sebuah orgdisasi untuk

keperluan penyimpanan te.integasi dan dirancang

sedemikian ruPa untuk kelerluan-,. analisis atau

mendukung kePutusan.

47,lnteg.asi adalah salinc berhubungan dan menvatukan

unsur unsur atau bagian-bagian untk dapat dikaoltkan

satu .lengan yang lain, sehingga dapat nenjaga integrilas

keseluruh bagian.

48.Stddar adalah kesamad ukuran dan ibrmat terhadap

suatu ketentuan.

49.Metadata adalah infoimasi yang mendeskripsikan,

nenjelaskan, menemukan atau setidaknva menjadikan

suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali

digunakan atau dikelola.

so.Kode Sumber lsou.ce Cad4 adalah sekumpuhn

instruksi-instruksi komPuter ydg ditulis menggunakan

bahasa komPuter yog dapat dibaca dm dipahami oleh

sl.Representasi adalah ketef,vakilan dari kondisL

keseluruhan suatu objek

Bagla! (edua

Maksud dan TujuaD

Pasal2

(1) Maksud ddi pensaiuid E Goremmen,

pedoman Penyelenegarad dan



(2) Tujud dari pengaturan E Goremnent pada Pemenntan

a. meningkatkan efisi€nsi, efektifitas, transparansl'

profesionalitas dan akuntabilitas dalam tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan, petubangunan,

kemasyarakatani dan

b. memudahkan masya.akat untuk mendaparkan

pelaydan publik.

Pasal 3

Rudg Linckup P€ngaturan E-Gouemtuent, melipvti I

a. inlrastruktur jaringan dd komputer;

b. penyediad dan pengembdgan aplikasi;

c. pengaturan data dan jnformasi;

d. tata kelola E Goremmentt de

e. kerjasama intefkoneksi data dengd instansi vertikal dan

pihak ketiga lainnya,

BAB II

PDI,AKSANAAI{ ECOYIRI\TUDAT

Bagia! (edua

Ilfta6truktur JarilgaD dat KomPuter

Pasal4

(1) Penyedi@ dd pelgembmsan infrastruktur ldrnsan

dan komputer yang nenghubungkd Perangkat Daerah

dalam pelai.sanaan E Cauemment dikelola oleh Kepala

(2) Penyedidn dan pensef,bansan inlrastruktur jatsan

da! komputer di PeEngkat Daeran ddm pelaksanaan

E-Gouemment dikalola oleh masing_masing Kepala

Peranekat Daerah.



(3) P€nyedian layanan lnternet E Ooremment bagi seluruh

Perangkat Daeran di lngkungd Pemerintah daerah yang

tehn brhubung dengd infrastruktuf ja.ingan intanet

o-T"r in  d ,h Dse 'dh d. l .kL\a.  o-h K 'o" .  D in" '

Pasal5

(1) Komputer yan8 terhubung atau terkoneksi dengan

jti^e& E c.uemment pemerintah daerah menggunakan

Internet Protocol yang dikeLola oLeh Kepala Dhas

(2) KepaLa Dinas nempunyai k€wenangan untuk lenodoran

Intemet Protocol.

(r) Kepala Dinas menyediakm kebutuhan infrastruktur

seruet dn bdckllp seruer bagi kepenringan Pemerintah

(2) Kepala Perangkat Da€.ah dilarang mengadakan serre.

dan bd.klp seroer sebasaidana dimaksud lada ayat ( l )

(3) Bagi Peranekat Daerah rang telah metuiliki seruer

sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini, untuk

menekonsoiidasikan pada setuet.\ar backuP seder lane

dikelola oLeh'Dinas secara bertanap untuk diinregasikan

ke jarinee E co,emment.

(4) Dalam pelaksdaan E Govemment KePala Dinas

menggunakan Sistem single Stsn on.

(s) Kepala Dinas bertaugunsjawab atas Keamanan sisrem

Bagia! Ketiga

Pelyediaan dar PengembargrD Apul<asi

Pasal T

(1) Aplikasi E-Coremnenl terdiri atas :

a. aplikasi umum; dan

b. aplikasi khusus.



P.sal a

{i) Apiikasi umum sebagaimana dimaksud padi Pasai 7

hurul a, adalah aPlikasi vang dapat digunakan ol€h

seluruh perangkat daerah dalam melaksanakao

penyelenggaf an peme.intahan

(2) Aplikasi unum sebagaimana dimaksud pada avat (l)

disedikan oLeh KePala Dinas

{3) Pensembansd aplikasi umum dilakukan oleh Kepala

Perdgkat Daerah valg dalam pelaksanaannva

berkoordinasi dengan KePala Dinas.

Pasal 9

(t) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksliali dalam Pasal 7

huruf b, adalah aPlikasi vang dibutuhkan lerangkat

.laerah dalam melaksanajran tugas pokok dan iungsinva

(2) Aplikasi khusus sebacaimana dimaksud dalam ava! {lJ

dikembangkan oleh setiap Perangkat daerah sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinva vang dalam

pelalcanaannya berkoo.dinasi dengan Kepal2 nin's'

(3J Aplikasi yang dikembangkan pe.angkat daerah bersjlat

(a) Aplikasi khusus wajib memenuhL kerennran

inreroperabilitas dan kompatibilitas, dan keamanan

sistem intormasi antar muka dan akses

Pasal lO

Kepala Dinas .lan Kepala Perangkat Daerah dapat

tuengembanckan aplikasi yanc sudah ada sesuaL dengan

kebutuhan d@ perkem bangan te(norogr'

Pasal ll

(r) Aplikasi -4coremaenl harus mengeunakan 4amat

domain pemerintah dae.ah

(2) Domain sebasaimda dimaksud Pada avat (1) adalah



{3) Darad hal Pemerintah Daerah meneajukan nama donain

selain sebagaimana dimaLsud pada avat (2)' maka

Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas oengaiukan

pemo\one keDadJ Mer 'e  va g membidd& Lasrn

Komunikasi dan Informatika

Bagiar KeemPat

PengaturaD Dtta alan llformasi

Pasal 12

(t) SetiaP Kepala Perangkat Daerah mengelola basisdata

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi vmg dikoo'dinir

oleh seorans wali data (do1a ste3lrdship) I'ang

ditetapkd dengan Keputusan BuPati

(2) Basisdata Perangkat Daerah diintegrasik'n dan

direLasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan

sesuaj kePentingannla dalam Lumbung Data

(3) Lumbung data sebasaimana dituaksud pada avat (21

digunal<an untuk kepentingd penyelenggdaan

pemerintanan, pembmgunanJ pelavdd publik dan

ke@asydaKalan.

Pasal 13

(t) Kepala Peranskar Daerah wajib memutakhi*an data dan

informasi secara periodik sesuai denganjenis data

(2) Data dan informasi elekfonik vdg dik€lola olch Kepala

Peiangkat Daerah menjadi milik Peme.inhh D:e'ah dan

dikelola sepenuhnya oleh KePala Dinas

Pasal 14

(L) Kepala Perangkat Dae.ah dapat menunjuk lihal< ketisa

dalam pengembangd aplikasi dd basisdita setelah

berkoordinasi deng@ Kepala Dinas

r)J PFngenb€-gm Aoiir-s dilak 'l"n dc^94

memPerhatikan standar Metadata vang telah ditetapkan

oleh Pemerintah.



{3) Dokumentasi tekris apLikasi vans tueliputi Kode sumber,

Kebutuhd Pengguna, Rdcangan ApLikisi dd

Basisdata, Pengujian APlikasi, Mmual Instalasi, Manual

Pengguna, Manual Admjn,

?'orDleshooliag, wajib diseral*d kePada Kepala Djnas

(4) Pensembangan sistem aPlikasi dan basisdata vans

sumber Pembiayennya berasal dati Anggdan

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaro PendaPatan

dan Beldja Daeral dan/atau sumber dana Ldn vans

sah dan tidak mengikat, mal{a hak cipta dd distribusi

aplikasi menjadi milk Pemerintah Daerah.

Pasd 15

Dalad rangka pengembangan aplikasi dan basisdata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala P€rangkat

Daerah melalukan koordinasi dengd Kepala Dinas

Bagian KeliEa

lata Kelola Ecoem@nt

Pdagaf 1

P€lgembangar Sumber D4Ya MarBia

P$al 16

(r) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka

pengeobdgan sumber daya manusia aparatur di bidang

tekiolosi informasi untuk menunjang kualitas

Penyelenggaraan dan pengemba9n E GoDemmen|

(2) Pensedbdgan smber dava manusia sebasdmana

dimaksud pada aYat (1), antaE latn:

b. bimbinsan teknis (bimtek);

c. pendidilan da! latihan (diklat) teknis; dan

d, magdg kerja.

(3) Penerintah Daerah dapat memfasilitasi scrtilikasi

nasional dan internasional terhadap sudber daya

manusia pengelola 'feklologi lnlormasi dan Komunikasi'



(1) Pengembansan sumber dava manusia sebagaimda

dimaksud dalam Pasal 16 avat (2) terdiri dan

pengembangan suFber dava manusia aparatur

perangkat daerah dan Pengembdgan sumber dava

mdusia aPdatur Dinas.

12,  Penv" l rnggor" rn  P.nC" nbanCd ) rmb_r  oavd nanLsi '

aParatur sebagaiftana dimaksud Pada aval (1) dapat dL

Laksdakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dinas atau

Stakeholder lainnYa

Pa..l 1a

(l) Perdgkat Daerah hdus memiliki tim kela Penselola

T-knoloc ln tor r r . i  o . .  TeFkomunrka\ i  ianB

be.tanccung jawab untuk melsl<sanakan lengembansd

dm pela&sanad E-Goremment

(2) P€mbentukan tim kerja sebasaimana dimaksud lada

ayar  L  ,or re lcpkd oe gdn kD r r  rsaa B '  p"  I

, Paragr.f 3

Keamud IlforEssl

Pasal t9

(r) Keanand inrotuasi dimaksudkan untuk mencapai

keralasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam

sumber daYa infomasi organisasi

(2) Tujuan keamanan infordasi untuk mencaPai 3 (trga)

sasaran utama, sebagai berikutl

a. kerahasiMn, yaitu melindungi data dan informasi

organisasi dari penvingkaPan pihak vang tidak

berhaE

b. ketersedimn, yaitu meyakilkan batlwa data dd

inlormasi oiganisasi hmva dapat digunakan oleh

pihak ymg berhal< menggunakannvai dan



c. inregritas, yaitu sist€m infomasi lerlu menvediakan

representasl ydg akurat ddi sisr€tu lislk yang

difepresentasikan.

Pasal20

(t) Kepala Dinas menetaPkan mekanisme Penseloldn dan

pengmanan seruer dan jdLngan.

(2) Kepala Dinas hdus melakukan bdck up rethadaP Jlte

sistem dan basisdata.

(3) Baclc up harus distnpd dalam media penvimpoan vanc

mudan dipindah &of4biel dan/atau diletakk2' di suaiu

rFnpar v4_c arEn rerDi\d}l d.-i aang se" "'

Pasal2 l

(1) Sumber pembiayad dalam penvelenggar'3n dan

pengembangan E Garetutuent berasal darl Anggaran

Pendapatm dan BeLoja Negara, An8caran Pendapatd

dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain vang

sah dan rida& dengikat.

(2) Pembiaymn sebasaimana dimaksud pada avat (1)

dicunal{an untuk kegiatm, antara lan:

a. Pen lsunan kebrja]{d dan iegulasii

lemasanS.n dd pemeiiharaan

pe€ngkat keras dan PeFngkat iunak;

c. pengelolaan olerasional Ecauemment, dal

d. pengembangd sumber daya manusu aparatur''



Le{asaEa lrterkoneksi Data dengan hstansi vertitEl

dao Pihak (ettga Laillya

P^sa|22

(l) Kepala Daeran dapat melakukan kerjasama interkoneksL

data dengan lnstansi VertikaL dan/atau Piha& Ketiga

dalam €ngka peningkaran lelayanan kepada

masydakat sesuai dengd ketentud peraturan

Perundang undansd.

{2) Pihak (etiga sebasaimana dimaksud pada avat (r) antara

l . in  iEsa pe-ba * r r ,  i tsa "s  r ranqi  norc ' 'q  d6n j '  "

Pasal23

(1) lnterkoneksi .lata sebasaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat {l) .liseLenggaraks secara terpusat melalui

Slstem Elektronik yang dikelola oleh KePala Dinas

(2) Kerjasda lnterkoneksi sebagaimoa dimaksud pada

ayat (tl ditetaPkan sesuai dengan ketentuan leraturan

perunddg undangan

BAI UI

PEMELIIIAR.AAI{ DAN PET,APORAN

Pas5l24

(1) Kepala Dinas melallkd pemelihafaan sislem E

Coremtunt pemerintah daerah secara berLara

(2) Kepala Perdgkat Daeran mehkukan pemeliharad

sistem E-Go,emneni di linglangan kerjanya'

Pisal25

(l) Kepala Peranskat Daeral! melaporkan penveleng$traan

E Gouenrent dalam linskup ke'janva kepada Kepala

Dinas secara berkala sekali dalam 3 (lisa) bulan

(2) Kelala Dinas



Pasal26

(1) Bupati nelalui Kepala Dinas delakukan lembinaan dan

pengawasan terhadap penyelercgaraan E Go@mment

(2) Pembinad sebagainana dimaksud lada avat (1), antara

a, pemberian Pedoman lenvelenggate'n dan

pengenbange E coEmtuntl

b. pemberian petunjuk dan . .Jangkah']anekah

operasional lenyelenggar@ dan pengembdgan E

c. pemberian pelatihan bagi aPdatur;

cl. pendampingd dalam pengembdgan e'gauemtuett)

e. pembeid reudrd and P,n6hmett terhadap

Penyelenggaraandm pengenbaagan E Gaft mment

(3) Pedgawasan. sebasaimana dimaksud pada avat (1)'dalam

bentuk monitorirg dan evaluasi penyelensearaan dan

pengembogd E_Co@mnent pada Perangkat Daerah

BAB IV

PEMETNAA{ DAN PENGAWASAX

BAB V

KEfENAUAN PERAIIIiAN

Paal27

Pada saat Peraruran Bupati ini mulaj berlaku'

penyelenggdaan dan lengembangd E Govemre terap

dilaksdaka! oleh Peranskat Daerajl samPai terPenfhinva

infrastruktur Penyelenggarad dan pengembdgan ,9_

Goremneuf oleh Dinas
.TTI-



BAB VT

(TAENTUAN PEN('A(IP

ini mulai berlaku

Agar setiap ormg mengeranunYa!

pengundmgan Peraturan BuPati ini dengan

ddd Berita Daerah KabuPate! Solok

Ditetapkan di Arosuka

padatanCieal t t4i ,4+

BUPATI sol,OK

\_

Diundangkan di Arosula

Pada tanggal . rrlfi &ri

SE(RETARIS DAER.AI{

KABUPATEI{ SOLOK,

BERITA DAERAH KABUPA'TEN SOLOKTAHUN 2017 NOMOR If

GUSMAL


